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KONSEP DASAR PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM DAN
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A. Konsep Dasar Pegjanjian Kerja menurut Hukum Islam
1. Konsep Dasar Perjanjian Kerja

Dalam hukum Islam tidak ada satu ayat pun yang efesijan
tentang perjanjian kerja secara detail. Namun dalalam banyak
terdapat aturan-aturan yang dapat dijadikan selzafzan acuan dalam
melihat apakah perjanjian kerja diperbolehkan diglam atau tidak.
Maka dalam hal ini ada beberapa ayat baik Al-Quriagaupun Hadits
yang membahasnya. Perjanjian kerja dalam Islambdispiga dengan
ljarah, karena didalam perjanjiannya seseorang menyemagaeorang
lain untuk melakukan perjajian kerja dengan memhgrah sebagai
imbalannyd. Pengertian ini senada dengan yang diungkapkdnSyekh
Syihab al-Din dan Syekh Umaiah sebagaimana yangtigiloleh Hendi
Suhendi, bahwa yang dimaksud dengjarah adalah akad atas manfaat
yang diketahui yang disengaja untuk memberi dan lmodghkan dengan
imbalan yang diketahui ketika ftu

Berdasarkan akadnya perjanjian kerja termasuk dakad

kerjasamagyirkah) dan sewa-menyewdjgrah) tenaga kerja. Dikatakan

! Hasbi Ash-ShiddieqyPengantar Figh MuamalaiSemarang : Pustaka Rizqi Putra, 2009,
him.83

2 Imam SoepomoUndang-undang dan Peraturan-peraturafakarta : Djambatan, 1980,
him.85-86
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sebagai akad syirkah karena perjanjian kerja tinalta$ dasar kerjasama
antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dikeumtungan dan
kerugian ditanggung bersama. Sedangkan akad datajanpan kerja
dikatakan sebagai akajarah karena dalam hal ini seorang majikan
menyewa atau menggunakan manfaat atas tenaga waankpilan buruh
dalam waktu tertentu dengan membayar upah sebag®jgpnti atas
pekerjaannya. Oleh karena itu perjanjian kerja ydndpuat oleh RB.
Baitul Hikmah termasuk dalam akdgrah. Jadi penting bagi penulis
untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal umum reeadjarah.

Dalam literatur figh mengenai perjanjian kerja judibicarakan
dalam ljarahljarah berasal dari katal-ajru yang beratial-iwadl (ganti
dan upahj. Menurut bahasaljarah adalah nama bagi suatu upah.
Sedangkan menurut syaraljarah adalah suatu bentuk akad atas
kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja danenm@a penyerahan
serta diperbolehkannya dengan penggantian yansf.j@adangkan Idris
Ahmad dalam bukunya yang berjudeigh Syafi'i berbendapat bahwa
ljarah adalah upah-mengupah, hal ini terlihat ketikaghelnenjelaskan
syarat dan rukun upah-mengupah yaitw’jir dan musta’jir (pemberi
upah dan penerima upah)

Adapun menurut istilah, para ulama’ berbeda-beddanda

mendefinisikan tentang upalafah) dalam Islam sebagai berikut :

3 Hendi SuhendiFigh Muamalah Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, him.114
“lmam Syamsudin Ahmad ibnu Khusaini Syalfiatkhul Qharih Sarakh Nuru Aisyiyah,

him.83

® |dris Ahmad Figh Syafi'i terjemahJakarta : Widjaya, 1996, him. 182
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a. Menurut Hanafiyahljarah ialah

s 35a 0l Rl e 3350000 4 e e o B e

Artinya : “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa
dengan imbalan?®

b. Menurut Malikiyah ljarah ialah

OV el (many fedY) daia e LA A

Artinya : “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat
manusiawi dan untuk sebagian yang dapat
dipindahkari.”

c. Menurut Sayyid Sabfyljarah adalah

Artinya : “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengdam;
penggantian”

d. Menurut Hasbi ash-shiddigigarah yaitu

il & (oo
Artinya : “akad yanga objeknya ialah penukaran manfaat untuk
masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan iaubal
sama dengan menjual manfaat
e. Menurut Idris Ahmad, Upah artinya mengambil manféataga
orang lain dengan jalan memberi ganti menurut $Bm@rat
tertentd®.
f. Menurut Moh Anwar seperti yang dikutip oleh Sudarso

menjelaskan bahwaljarah merupakan perikatan, pemberian

® Hendi SuhendiFigh Muamalah him. 114

" Ibid, him. 114

8 Sayyid SyabigFigh Sunnahijilid 11l juz 13, Lebanon : Darul Figr, 1992, hl98

®Hasbi Ash-Shiddigie,Pengantar Figh MuamalghSemarang : Pustaka Rizqgi Putra,
him.85-86

19 |dris Ahmad,Figh Syafi'i TerjemahOp.Cit, him.182
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kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syemaiakaiiwadl
(ganti/balas jasa) berupa uahg
Berdasarkan devinisi-devinisi diatas, kiranya dapipahami

bahwaljarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalanardeng
kata lain ljarah berarti sewa-menyewa atau upah-mengupah, dimana
sewa-menyewa feilLiall) “menjual manfaat” sedang upah-
mengupah £+ & s+311) “menjual tenaga/kekuatal?”

Berdasarkan bentuk perjanjiannya, akad dalam pgenakerja ini
tergolong dalamljarah, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk
melakukan pekerjaan. Dalam istilah Islam pihak yamglakukan
pekerjaan disebut sebagahjir”. Ajir merupakan bentuk subyek (isim
fail) dari fi'il madhi, ajara-yajiru-ijaratan (_a' -5 _a= - 5, ). Ajir
ini terdiri dariAjir khosyaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja
pada orang tertentu, dakjir musytarakyaitu orang-orang yang bekerja
untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yaanerima
manfaat dari pekerjaakjir disebutmusta’Ajir.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Dalam Ilam

Untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan perjakgiaa dalam

hukum Islam, dapat dilihat mengenai dasar hukung yaembolehkan

pelaksanaafjarah.

1 SudarsonoRokok-pokok Hukunslam, Jakarta : Reneka Cipta, 2001, him.422
2 Hendi SuhendiFigh muamalahJakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hif. 1
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Dalam al-Quran sendiri terdapat ayat yang menyurufiuk
memberikan upah atas manfaat yang telah didaphinihdapat dilihat
pada Q.S At-Thalaq : 6, berikut ini :

A A w H$Mw=->300L0 74 AN DL El

EQ.F BOIMDLOGURY AL OIIDLOD o ¢ koo

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu omtuk
Maka berikanlah kepada mereka upahnya,”".

Sedangkan dalam Hadits juga telah dijelaskan megen
pembolehan akad ini, hal ini dapat dilihat dalarditsaberikut ini :
e Caay B i 0al bl
Artinya : “dari ibnu Umar r.a berkata ia : Rasulullah SAW “liah
upah yang bekerja sebelum kering keringatrf#R Ibnu
Majah)™*,
3. Syarat dan Rukun Perjanjian Kerja
Akad ijarah dipandang sah dan benar menurut hukum Islam
apabila telah memenuhi syarat dan rukarah®®:
3.1Rukunljarah
Menurut jumhur ulama rukun ljarah itu ada empatuwaf
a. Agidain atau orang-orang yang berakadi{ir danmusta’jir)
b. Sighot (lafalljab dangabul)

c. Upah / balas jasaifrah)

13 vayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir A4Qukl Quran dan Terjemah
him.946

¥ Muhammad Syafi'i AntonioBANK SYARIAH Dari Teori ke Praktikakarta : Gema
Insani, 2001, him.118

15 Ahmad Wardi MuslichFigh Muamalah Jakarta : Amzah, 2010, him.321

16 Editor, Abdul Aziz DahlanEnsiklopedi Hukum Islamilid V, Jakarta : PT. Ichtiar Van
Hoove
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d. Barang yang di sewakan atau sesuatu yang dikergddam upah
mengupahrfa’jur ‘alaih)
3.2 Syaratljarah
Dalamljarah disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :
a. Agidain yaitu orang-orang yang berakad, disyaratkarijir dan
musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasyaruf
(mengendalikan harta) dan saling meridhoi. Sebagaandirman

Allah dalam Q.S An Nisa : 29

o0l LA P S PN Jelm EETY Ye!
B - MODE>Bope e . B-ORK LS @7
¢ >50%0 065 LR JERRVEYOR Yu IV N 081

&HAAEr e O Pe RO PP I20MZM W@ M=

g JE7ECQXE Evi9e0+s TR OO60OONE

J272880-> A0 BSMODHETGDrx 0@

ALE N ¢S AXl@D A P o O RO

EX AP o 00N 00

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadant(”.

b. Sighot ijab gobul antaranu’jir dan musta’jir yaitu ijab qobul
mengenai isi perjanjian kerja maupun upah mengupah.
Syaratsighotanatara laitf :

1) Harus terang pengertiannya

2) Harus bersesuaian antajab dangabul

" Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir A4Qukl Quran dan Terjemah
him.122

8 TM. Hasbi Ash-ShiddiegiPengantar Figh MuamalatCet.1, Jakarta : PT. Pustaka Rizqi
Putra, 1997, him.29
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3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang
bersangkutan.

. Ujrah (uang sewa / upah) disyaratkan diketahui jumlahoigh
kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa mauplamda
upah-mengupah.

. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjd&iam upah
mengupah disyaratkan :

1) Barang yang menjadi obyek akad dapat dimanfaatkan
kegunaannya.

2) Benda yang menjadi obyek akad dapat diserahkandkepa
penyewa atau pekerja berikut kegunaannya.

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yautzah
(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zatnya) hingga
waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalamdéka

Selain syarat dalam melakukan sewa-menyewa terenjm kslam

juga memberikan aturan mengenai syarat upah-mehgifzaena Islam

berusaha memberikan perlindungan serta tempat yarigaik untuk

seorang buruh, maka Islam benar-benar memperhatikshak buruh.

Adapun syarat pengupahan menurut Islam yakni :

1) Upah ditentukan sebelum pekerjaan dilakukan.

2) Adanya kesepakatan antar buruh dan majikan.

¥ Hendi SuhendiQp.Cit him.117
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3) Butir-butir

kesepakatan dibuat secara tertulis. a§abmana

dijelaskan dalam Q.S Al Baqgarah : 282

0 A P o S PN 016w EE 45T YO
O RO BXVOARCGOL @7
RO YxocHAORNE OANVCEO RO
B+ORODY = RAYOW
HEIREO0 weO €CROEHET JBo g0
@, a0 J2AE@Cr O * <
EHOLEE JORNETR Ju FYLORAD o 6 R

srRNOE LEETSESS O REHN =LX@D
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DE€EOXHOB. AFa i PR IOGON WO
crHRNMOXIA €OrCRE @IRQAESIS <+

Artinya

EXRXF
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalaf’ tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bkwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya™.

Sayyid Sabig mengatakan bahwa Islam juga menjefaskarat-

syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjadizanarany# :

1. Obyek tidak menyalahi hukum Islam yang disepakddnga.

20 Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang guigt atau sewa menyewa dan

sebagainya.

2l yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir AWQukl Quran dan Terjemah

him.70

22 sayyid SabigFigh Sunnahijilid 3 juz 13, Lebanon : Darul fikr, 1987, hin@8-199
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2. Para pihak harus sama ridho dan ada pilihan. Kasesangguhnya
pemaksaan menafikkan kemauan, tidak ada penghargalaadap
akad yang tidak memenuhi kebebasannya.

3. Obyek harus jelas dan gamblang, tidak samar dasertdzunyi,
sehingga tidak menginterpretaskannya terhadapphetisi yang bisa

menimbulkan kesalahpahaman pada waktu penetapannya.

Dia juga menyebutkan tidak ada pembatalan perjanacuali

dalam keadaan berikut ini :

a) Jika waktunya terbatas atau dibatasi dalam koddisisituasi tertentu.
Jika waktu telah berakhir dan situasi serta kortdigih berubah maka
batallah perjanjian.

b) Jika terjadi penyimpangan dari isi perjanjian.

c) Jika nampak kelancangan dan bukti-bukti pengkhg&mat

. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Kerja

Dalam Islam, perjanjian kerja ada kalanya berjalaining dengan
isi dari perjanjian tersebut, namun tidak menutemingkinan perjanjian
kerja yang telah dibuatnya dapat batal atau berakdiena banyak faktor
atau perbedaan pemahaman.

ljarah adalah akad yang tidak membolehkan adaagakhpada

salah satu pihak, karengarah merupakan akad pertukaran, kecuali
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didapatkan hal-hal yang mewajibk&amsakh ljarah akan menjadi batal

(fasakh) apabild® :

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadigkégkada ditangan
penyewa.

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dienjstuh

3. Rusaknya barang yang diupahkama{jur ‘alaih) seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnysanyang telah
ditentukan dan selesainya pekerjaan.

5. Menurut Hanafiyah, boleh batalnjjarah dari salah satu pihak seperti
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangaady yang

mencuri maka ia dibolehkan untuk membatalkan sevwtaan

B. Konsep Dasar Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang No.13 Tahun
2003 tentang K etenagaker jaan
1. Konsep Dasar Perjanjian Kerja
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjiarjakantara
pengusaha dengan pekerja / buruh. Perjanjian kidrjzat secara tertulis
atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkarcarse tertulis

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangarbgaagu.

% Hendi SuhendiQp.Cit him.122
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Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimahakpyang satu, si
buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahngéak lain
(majikan) untuk satu waktu tertentu, melakukan gele®m dengan upabh.

Perjanjian kerja dibuat atas d&éar

Kesepakatan kedua belah pihak

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan gaen
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perunrdang
undangan yang berlaku.

PoONPE

Perjanjian kerja diatur dalam UU No0.13 Tahun 20@3tang
Ketenagakerjaan dan diatur pula dalam PP No. 8ntali81 tentang
pengupahan.

2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yangmpogyai unsur
pekerjaan, upah dan perinfah

Adapun unsur-unsur perikatan atau suatu perjangiatara lain
yaitu®® :

1. Ada para pihak
Yaitu minimal 2 orang atau ada subyek hukum.
2. Ada persetujuan antara para pihak
Sebelum mengadakan perjanjian, para pihak dibdeta@san untuk

melakukan tawar-menawarbdrgaining agar perjanjian tersebut

24 Lihat pasal 52 UU No.1 Tahun 2003 tentang Ketekeigaan.
% Lihat Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tenkstgnagakerjaan
26 Apdul Kadir MuhammadHukum PerikatapnBandung : Alumni, 1982, him.72
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dibuat tanpa adanya paksaan, tekanan atau tipuamsalah satu
pihak.

3. Ada tujuan yang akan dicapai
Dimana tujuan tersebut tidak bertentangan dengasekprundang,
kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
Prestasi disini merupakan pekerjaan yang telahpdisgi dalam
perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu
Perjanjian / perikatan dibuat dengan 2 (dua) caiduylisan dan
tertulis.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat sah suatu perjanjian dibedakan menjadiud)(gtaitu
syarat subyektif dan syarat obyektif Syarat Subyektif merupakan
syarat yang melekat pada subyek perjanjian (pihila&kp dalam
perjanjian), sedangkan syarat obyektif merupakaarasy yang
melekat pada obyek perjanjian (pekerjaan).
Syarat sah perjanjian yaftu
Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Suatu hal tertentu
Suatu sebab yang halal.

oo

%" Syarat Subyektif , jika subyeknya orang maka habewasa, cakap hukum; jika
subyeknya badan hukum maka harta kekayaan itusdrppunya tujuan tertentu, ada organisasi
dan punya kepentingan. Sedangkan Syarat Obyektiputicobyek jelas, ada sebab yang halal.
Lihat Djumadi, Hukum Perburuhan “perjanjian kerjg”Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2006. him.34

%8 pasal 1320 KUHPerdata
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3. lsi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pakeouruh dengan
pengusaha / pemberi kerja yang memuat syarat-skargd, hak dan
kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat daenga/dua) cara yaitu
tertulis dan lisan.

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis seigH#airangnya
memuat’ :
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;

Secara Yuridis normatif, kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh agar terpenuhinya pengiaduyang layak
bagi pekerja/buruh menurut UU No.13 Tahun 2003 poif :

1) Upah Minimum

2) Upah Kerja Lembur

3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan dduar
pekerjaannya

5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kegany

6) Bentuk dan cara pembayaran upah

29 Lihat Pasal 54 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketekegaan
%0 Lihat Pasal 88 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketakejaan
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7) Denda dan potongan upah

8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
10) Upah untuk pembayaran pesangon

11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Selain itu juga dalam pasal 93 UU No.13 Tahun 2diE8askan

bahwa pengusaha wajib membayar gaji/upah pekeajailap

1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakpledkerjaannya
2) Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari partseid dan

kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakuddarjpan

Dan diperjelas juga dalam PP No.8 tahun 1981 ngnta
Perlindungan Upah yaitu pengusaha wajib membayah ygekerja
apabila pekerja sakit dan tidak dapat melakukarpaknnya dengan

ketentuan sebagai berikRbt

1) Untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100% (sergeisen) dari
upah

2) Untuk 3 (tiga) bulan kedua, dibayarkan 75% (tujuliup lima
persen) dari upah

3) Untuk 3 (tiga) bulan ketiga, dibayarkan 50% (limauh persen)

dari upah

% Lihat Pasal 5 huruf a PP No.8 Tahun 1981 Tentatrdungan Upah.

28



4) Untuk 3 (tiga) bulan keempat, dibayarkan 25% (du&lp lima
persen) dari upah
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajimgysaha dan
pekerja/buruh
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sedangkan perjanjian kerja yang dibuat secara, lipengusaha
wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/bymaly bersangkutan.
Surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya atému
a. Nama dan alamat pekerja/buruh;

b. Tanggal mulai bekerja;
c. Jenis pekerjaan; dan
d. Besarnya upabh.
. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatarakeelah pihak dan
berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak pikka.sdlah satu pihak
memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya gamngiktu yang
telah ditentukan dalam perjanjian kerja, atau d@raka hubungan kerja
bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dadsai 1, pihak
yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membapanti rugi kepada

pihak lainnya sebesar upah pekerja/burun sampas veaktu berakhirnya

% Lihat Pasal 63 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketekeggaan.
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jangka waktu perjanjian kerja. Jika pengakhirarditakukan oleh pekerja
maka pekerja wajib membayar ganti rugi sebesar yhtegtukan dalam
perjanjian kerja.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disétaaboleli :

a. Pekerja meninggal dunia

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

c. Adanya putusan pengadilan dan atas putusan ataatapam
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industaing
telah mempunyai kekuatan hukum tetap

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicdatnm
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atgjargian
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnyanigan
kerja.

Sedangkan berakhirnya perjanjian kerja waktu takutemasing-
masing pihak berhak mengakhirinya dengan pembeta penghentian
yang dilakukan menjelang hari terakhir dari tisaptbulan penanggalan /

satu bulan sebelumnifa

% Lihat Pasal 61 UU no.13 Tahun 2003 tentang Ketekegaan.
3 Lihat Pasal 1603( g dan h ) KUHPerdata.
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